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Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt., kita bisa
merampungkan seluruh proses penelitian pada tahun anggaran 2020
melalui program Litapdimas dengan dana BOPTN ini. Pada tahun ini,
Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah meloloskan sebanyak 78 judul
dengan kluster yang lebih beragam dibandingkan pada tahun 2019, yaitu
kluster penelitian pembinaan/ peningkatan kapasitas, penelitian dasar
pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian
pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kajian strategis
nasional, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi, pengabdian kepada
masyarakat berbasis program studi, dan penerbitan buku ajar.

Gabungan antara penelitian, pengabdian, dan publikasi
(penerbitan) buku ajar menjadikan kegiatan di tiga jenis kluster ini untuk
memenuhi tuntutan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi (di
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tahun 2020 ini, harapan yang ditumpukan pada LP2M melalui Pusat
Penelitian dan Publikasi Ilmiah semakin besar. Memang, pendidikan dan
pengajaran tidak lepas dari keharusan dosen dan penelitian mengupdate
pengetahuan dengan penelitian, mengaplikasikan ilmunya melalui
pengabdian, serta menyebarluaskan gagasannya melalui publikasi.



Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah
yang dilaksanakan pada tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya. Di situasi mewabahnya Covid-19 dan anggaran
perguruan tinggi ditarik untuk penanganan wabah ini, kita bersyukur
bahwa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari
termasuk di antara 30 perguruan tinggi keagamaan lain yang sempat
mencairkan dana penelitian, sedangkan sebanyak 28 perguruan tinggi
keagamaan lainnya tidak bisa mencairkannya, dan harus ditunda
pendanaannya pada 2021. Ini adalah sebuah prestasi yang perlu
disyukuri. Namun, di sisi lain, kesyukuran itu tentu juga harus dibuktikan
dengan kinerja perlaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi yang
berkualitas dan tepat waktu.

Dari hasil survei untuk monitoring pelaksanaan penelitian pada
tahun, mewabahnya Covid-19 ini memang menjadi kendala untuk
pengumpulan data yang ditarik dari lapangan pada kluster penelitian dan
pelaksanaan pengabdian pada kluster pengabdian. Memang, sebagian
besar dari penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan.
Namun, kendala itu bisa diatasi dengan penerapan protokol kesehatan.
Kini kita bersyukur bahwa penelitian, pengabdian, dan publikasi ini bisa
berjalan dan ditulis laporan dengan baik. Penelitian lapangan dan
penelitian literatur pada prinsipnya sama pentingnya. Berkaca dari situasi
pandemik yang kita alami ini ada baiknya pada tahun-tahun akan datang,
perlu diperkuat lagi penelitian-penelitian literatur. Selain karena alasan
yang tampak incidental tahun ini, hal yang paling mendasar adalah bahwa
kita perlu memberikan keseimbangan antara kajian-kajian literatur dan
kajian-kajian empiris.
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penerjemahan buku-buku ajar berbahasa asing ke Bahasa Indonesia yang
dilaksanakan untuk menyahuti pentingnya akses mahasiswa ke literatur-
literatur mata kuliah secara lebih luas. Semoga publikasi karya dosen ini,
baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun buku
ajar, turut mewarnai perkembangan keilmuan secara lebih luas,
memberikan manfaat yang siginifikan, dan memberikan akses yang lebih
mudah dan lebih luas. Awin ya rabb al-‘alamin.
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Dr. H. Wardani, M.Ag.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan konsep kewarganegaraan non-Muslim di berbagai
negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara
gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi
modern kewarganegaraan yang berbasis teritorial negara bangsa (An-
Na‘im, 2010; Ellis, 2018). Upaya reformulasi kewarganegaraan
kontemporer di negara-negara mayoritas Muslim dengan kembali
kepada model ahlu al-dzimmah banyak dilakukan oleh kelompok-
kelompok Salafi, walaupun mereka berbeda pada ekstensi (extent), isi

(content), dan kedalamannya (depth) (Poljarevic, 2017; Scott, 2007).



Fenomena kembalinya ahlul al-dzimmah dalam teori dan
praktek dapat dilihat pada reteologisasi, persekusi, dan penerapan
syariat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Durie & Bat Ye’or,
2009). Juga dapat dilihat pada penggunaan istilah untuk menyebut
non-Muslim. Apakah non-Muslim dalam negara mayoritas Muslim
senang disebut dzimmi, ahli kitab, atau nasara menjadi problem
karena dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga
negara (equal citizens) (Rabo, 2012).

Di Indonesia, walaupun secara formal demokrasi telah
diberlakukan, namun perdebatan tentang kewarganegaraan masih
terbelah antara pihak yang memperjuangkan gagasan dan praktek
kewarganegaraan yang dibedakan berdasarkan agama (religiously
differentiated citizenship) dan pihak yang memperjuangkan
kewarganegaraan yang inklusif (inclusive citizenship). Tantangan
terhadap konsep dan praktek kewarganegaraan pluralis datang dari
gerakan Islam transnasional, juga dari kubu konservatif dalam tubuh
organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU

(Bruinessen, 2013; Hefner, 2019).
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Diantara gerakan transnasional di Indonesia ini adalah
kelompok Salafi yang berusaha mempromosikan interpretasi
kewarganegaraan berbasis agama, berkontestasi dengan gerakan
Islam moderat yang memperjuangkan kewarganegaraan pluralis
(Chaplin, 2018). Baru-baru ini Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam
Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal moderat (wasati), secara
kelembagaan atau organisasi melakukan upaya rekonseptualisasi
penyebutan istilah untuk non-Muslim yang merupakan warga negara
Indonesia.

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah dalam
Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Kota Banjar pada 27-1
Maret 2019 mengusulkan penyebutan “kafir” untuk warga Indonesia
yang nonmuslim diganti menjadi “muwatinun.” Sikap NU yang
membahas kembali istilah ini lantaran ada sekelompok masyarakat
yang mulai memberikan atribusi diskriminatif terhadap non-

Muslim.(Widiastuti, 2019).



Usul ini memunculkan reaksi yang beragam di kalangan
Muslim maupun non-Muslim di Indonesia. Reaksi paling keras datang
dari kelompok Salafi. Pada 9 Maret 2019, situs milik Salafi paling
popular di Indonesia, muslim.or.id,' menerbitkan artikel “Non
Muslim Ya Kafir,” menentang penyebutan “muwatinun” atau “non
Muslim” sebagai ganti kata “kafir” bagi orang-orang yang tidak
beragama Islam di Indonesia. Reaksi dan perdebatan ini dapat dilihat
dari banyaknya artikel di situs-situs onl/ine milik NU, Salafi dan Islam
radikal yang membahas penggantian istilah “kafir” dengan “non-
Muslim”, baik sebelum maupun sesudah muculnya usul Komisi
Bahtsul Masail Maudluiyah tersebut. Oleh karena itu adalah menarik
untuk mengungkap rekonseptualisasi kewarganegaraan (citizenship)
non-Muslim dalam pemikiran NU, Salafi dan Islam radikal di situs

online milik masing-masing.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konteks sosial dan politik wacana “kafir” dan
kewarganegaraan?

2. Bagaimana pandangan NU, Salafi dan Islam radikal terhadap
penggantian istilah “kafir” menjadi ‘“non-Muslim” dan
“muwathinun”?

I Situs ini menduduki peringkat 3 di Alexa untuk kategori
Bahasa_Indonesia/Masyarakat/ Agama/Islam (per Mei 2018).

N



Apakah justifikasi NU, Salafi dan Islam radikal dalam
menjustifikasi pandangan masing-masing pada level
institusional dan level sosial berbangsa dan bernegara?
Bagaimana NU dan Salafi merepresentasikan kelompok
masing-masing, pihak lain, dan negara?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk menganalsis:

1.

2.

Konteks sosial dan politik wacana “kafir” dan
kewarganegaraan

Pandangan NU, Salafi dan Islam radikal terhadap penggantian
istilah “kafir” menjadi “non-Muslim” dan “muwathinun”.
Rujukan NU, Salafi dan Islam radikal dalam menjustifikasi
pandangan masing-masing pada level institusional dan level
sosial berbangsa dan bernegara

Bentuk representasi kelompok masing-masing, pihak lain, dan
negara



D. Signifikansi

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami pandangan NU
dan kelompok salafi dan Islam radikal terhadap penyebutan kata
“kafir” terhadap non-Muslim dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kaitannya dengan kewarganegaraan. Pandangan ini
dimuat dalam situs-situs Internet milik masing-masing kelompok.
Bagi para peneliti dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian
ini tentang situs mana saja milik NU yang memuat pandangan resmi
kepemimpinan yang sekarang dan situs-situs milik kelompok salafi
dan Islam radikal yang tidak hanya memuat pandangan narasumber-
narasumber dari luar NU, tapi juga memuat pendapat-pendapat dari
tokoh-tokoh NU yang suaranya tidak mendapat ruang di situs resmi
NU dan situs-situs pendukung pimpinan NU yang sedang menjabat
sekarang.

Aliansi faksi anti-pluralisme dalam tubuh NU dan kelompok
Islam radikal bermanfaat bagi para peneliti untuk melihat lebih lanjut
isu-isu lainnya yang mempertemuan kedua kelompok ini. Kemudian,
dari segi kebijakan, keragaman pandangan yang dimuat dalam situs-
situs yang disebut radikal oleh pemangku kebijakan seperti BNPT
(Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) dan selanjutnya
diblokir Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dapat
menjadi pertimbangan apakah akan dilanjutkan pemblokiran atau

tidak.
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E. Penelitian Terdahulu

Dari segi mayoritas-minoritas, studi tentang Islam dan
kewarganegaraan selama ini fokus pada dua kasus, yaitu: (1)
kewarganegaraan Muslim di negara-negara non-Muslim dengan
sistem demokrasi liberal (March, 2009) (2) kewargnegaraan non-
Muslim di negara mayoritas Muslim baik yang klasik dan pra-modern
(Martin, 2005; Yurdaydin, 1981) maupun yang kontemporer (Nielsen,
2002;  Saeed, 1999; Scott, 2007). Perdebatan tentang
kewarganegaraan non-Muslim ini tarik-menarik antara pihak yang
ingin menjadikan ahli dzimmah sebagai model dan pihak yang
berupaya mencari model baru.

Beberapa penelitian tentang Nahdhatul Ulama (NU)
menggambarkan organisasi sebagai kelompok yang mempromosikan
Islam yang pluralis, toleran dan “berkeadaban” (civil Islam) (Barton,
2002; Hefner, 2000). NU bersama Muhammadiyah dipandang oleh
Alfred Stepan dan Jeremy Menchik (Stepan & Menchik, 2010)
sebagai tulung punggung masyarakat yang toleran yang mendukung

demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.



Namun, Menchik melihat perkembangan terakhir meragukan
apakah sikap pluralis dan toleran NU adalah ideologi yang dianut
berdasarkan prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam segala
keadaaan, bukan sebagai strategi politik pragmatis. Menchik
berargumen bahwa NU sebagai “contingent democrats” yang pada
kondisi tertentu mendukung kaum Islamis dan autokrat, kadang
mendukung demokrasi dan kadang autoritarianisme berdasarkan
pertimbangan kepentingan material dan ideologis. Hal ini dapat
dilihat dari aliansi NU dan actor-aktor anti-demokrasi dalam
mempersekusi Ahmadiyah, penodaan agama oleh Ahok dan
mendukung Ma’ruf Amin untuk demi patronase (Menchik, 2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Greg Fealy dan Robin Bush
bahwa NU adalah oganisasi yang punya kepentingan pribadi dan
material (Bush, 2009; Fealy, 1998). Walaupun pada level pimpinan
dan kepengurusan NU mempersepsikan diri seabagai pembela
toleransi agama dan pluralisme, namun pada level akar rumput
anggotanya banyak yang bersikap intoleran dan anti-pluralisme
(Mietzner & Muhtadi, 2020). Sikap anti-pluralis ini juga tidak hanya
terlihat pada anggota NU, tapi juga diperlihatkan oleh beberapa kyai
(Kayane, 2020). Dari dalam tubuh NU sendiri ideologi ini ditentang
oleh faksi garis keras, yaitu NU Garis Lurus. Faksi NU Garis Lurus
memandang kepemimpinan NU dan para pendukungnya
menyebarkan pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme

(Asep M. Igbal, 2020).
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Penelitian ~ sebelumnya  tentang  ideologi  dominan
kepemimpinan NU serta faksi anti ideologi dominan di atas lebih
fokus pada pandangan tentang toleransi terhadap toleransi internal
umat Islam terkait Ahmadiyah dan Syiah serta non-Muslim yang
melakukan penodaan terhadap Islam. Informasi ini bermanfaat untuk
penelitian ini dalam rangka menggali sikap resmi institusional
terutama pada NU dan wacana tandingan dalam internal NU sendiri.

Penelitian tentang penggunaan situs internet oleh NU untuk
menyebarkan paham moderat (Basit & Chakim, 2018) melihat
wacana Islam moderat di situs resmi NU. Apakah di dalam kasus
pemberitaan dan pembahasan tentang penggunaan kata “kafir” untuk
non-Muslim, situs NU hanya menampung dan memberi ruang untuk

suara-suara Islam moderat, perlu penelitian lebih lanjut.



Penelitian tentang hubungan salafisme dan radikalisme
sebagai paham di Indonesia menunjukkan adanya titik kesamaan
antara keduanya, antara lain pada perjuangan untuk kembali ke ajaran
awal Islam dengan atau tanpa kekekerasan, yaitu tegaknya penerapan
syaraiat Islam secara kaffah. Namun kelompok-kelompok radikal ini
berbeda pendapat tentang apakah syariat Islam harus diterapkan
dalam negara Islam, khilafah atau demokrasi. Dalam bentuk
organisasi dan Gerakan, salafisme dan radikalisme terdapat pada
Darul Islam (DI), Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah
(FKAW]J), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir (HT), Jemaah
Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
dan Negara Islam Indonesia (NII) (Fealy, 2004). Radikalisme Islam
di Indonesia setelah Suharto geneologinya dapat ditelusuri akarnya
pada gerakan lokal Darul Islam (DI) dan Partai Masyumi serta
jaringan Islam transnasional (van Bruinessen, 2002). Radikalisme
juga dilihat dari latar belakang pendidikan tokohnya (Sirozi, 2005).
Penelitian lainnya lebih fokus pada basis sosial munculnya Islam

radikal di Indonesia (Hadiz, 2008).



Penelitian tentang penggunaan Internet oleh kelompok salafi
dan Islam radikal di Indonesia, antara lain membahas penggunaan
media internet oleh kelompok Islam radikal, isi dan narasi situs-situs
radikal (Hui, 2010); untuk menyebarkan paham salafi dan wacana
tandingan serta menyerang lawan yang beda paham (Asep Muhamad
Igbal, 2017); penggunaan Internet oleh faksi radikal dalam NU (Asep
M. Igbal, 2020). Namun, penelitian-penelitian ini tidak fokus pada
wacana dan konter wacana penggunaan kata “kafir” untuk non-

Muslim di Indonesia.

F. Metode, Analisis Data, dan Telaah Teoritik

1. Pendekatan Peneltian

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dari
analisis korpus linguistik dan pendekatan kualitatif analisis wacana
kritis. Sinergi metodologis antara keduanya diharapkan dapat
mendeteksi hubungan antara kolokasi dan representasi ideologis
antara teks-teks yang berseberangan ketika membahas topik atau

peristiwa wacana yang sama (Salama, 2011, p. h. 316).



BAB IV

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penggunaan kata “kafir” di ruang publik untuk non-Muslim
dalam konteks sosial dan politik yang berimplikasi pada
kewarganegaraan di Indonesia terjadi pada kasus pencalonan Ahok di
Pilgub DKI Jakarta dan gambar pahlawan pada mata uang kertas.
Pada kedua kasus ini tidak digunakan istilah “kafir dzimmi” atau
“kafir harb.”

Pembahasan Munas NU yang meninjau ulang penyebutan
non-Muslim dipahami prateksnya oleh kelompok salafi dan Islam
radikal sebagai usaha NU untuk memberi jalan bagi calon presiden
non-Muslim di Indonesia pada masa yang akan datang.

Pandangan pada situs-situs NU ingin membatasi penggunaan
istilah kafir pada wilayah privat, keyakinan teologis yang tidak perlu
diucapkan di ruang publik berbangsa dan bernegara. Namun, perlu
diperjelas, menurut kelompok Islam radikal apakah penyebutan istilah
itu di dalam forum internal umat Islam juga disebut sebagai ruang

publik.
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B. Penutup

Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang istilah “kafir”
pada Munas NU dari sudut pro dan kontranya yang ada pada situs-
siyus tertentu. Untuk melihat konsistensi pandangan-pandangan yang
mengemuka antara perdebatan hasil Munas ini dan perdebatan
sebelumnya tentang penggunaan istilah kafir di ruang publik
berbangsa dan bernegara di Indonesia perlu penelitian lebih lanjut
pada perdebatan dan kontroversi sebelumnya mengenai wacana
penyebutan kafir kepada non-Muslim untuk melihat implikasi
ideologisnya.
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